BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAN.JUK
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Menimbang :

Mengingat

PARTAI POLITIK KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUIHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
bantuan keuangan kepada partai politik dan scbagai tindak
lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2018 lcntang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Dacrah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik, maka perlu menetapkan Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten
Nganjuk dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kecuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana tclah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);
Undang Undang Nomor 172 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pernilihan  Umum, (Lembuaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantfuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) scbhagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Kcuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;




Menetapkan :

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2019;

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum  Daerah
scbagaimana (elah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tuhun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangun
Partai Politik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 tahun
2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah;

13. Peraturan Daernh Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIE
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN
NGANJUK.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Nganjuk.
3. Bupati, adalah Bupati Nganjuk.




10.

il

12.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah Kabupaten Nganjuk.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat
KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nganjulk.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah yung
selanjutnya  disingkat ~ BPKAD adalah  Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten
Ngunjuk.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Daerah yang selunjutnya disingkal Kantor
Keshangpollinmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa,
Politik dan  Perlindungan Masyarakat Dacrah
Kabupaten Nganjuk.

Parini Politik adalah Partai Politik adalah organisasi
yang bersifal nasional dan dibentuk oleh sckelompok
warga negara Indonesia sccara sukarela atas dasar
kesamaan kchendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakal, bangsa dan negara, serta
memelihara  keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdusarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943,
Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang
selanjutnya disingkat DPC  alau sebutan lainnya
adalah pengurus partai politik i tingkat Kabupalen
Nganjuk yang  ditetapkan berdasarkan haeil
keputusan  Musyawarah Cabang atau sebutan
lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Daecrah Partai Politik.

Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan DBelanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang diberikan secara proporsional kepada partai
politik yang mendapatkan kursl di Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten Nganjuk yang
penghitungannya berdusarkan jumlah perolehan suara,
Pendidikan Politik adalah proses pembelajuran dan
pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung
jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa
dan berncgare.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.




BAB I
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bupati memberikan buntuan keuangan kepada partal
politik tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di
DPRD.

(2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) diberikan secard proporsional
yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolchan
suara.

(3) Bantuan Keuangan schagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 4

(1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada
jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.

(2) Jumlah  perolehan suarn hasil Pemilu DPRD
sehagaimana dimaksud puda ayat (1) didasarkan pada
hasil penghitungan suara sah pemilu. DPRD yang
ditetapknn oleh KPU.

Pasal 5
Besaran bantusn keuangan kepada partai politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3
herdasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu
DPRD yang ditetapkan olch KPU dikalikan dengan jumnlah
besaran per suara sah yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

[asal 6
Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setclah dilakukan evaluasi APBD dan
mendapat persctujuan dari Gubernur Jawa Timur .

BAB 111
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Pasal 7
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada partai politik.




(1)

(2)

(3)

BAB 1V
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Pengurus partai politik lingkat kabupaten mengajukan

aurat pernohonan  bantuan  keuaugan partai politik

kepada Dupati dengan tembusan disampaikan kepada

Kctua KPU dan Kepala Kantor Keahangpollinmas  atau

schutan lain,

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan

lain.

Surul permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menggunakan kop surat dan cuap stempel partai politik

sertn  melampirkan  sebanyak 2 (dun) rangkap
kelengkapan administrasi berupa.

a surat kepulusan DPP Partai Politik yang menctapkan

SJusunan Kepengurusan DPC partai politik tngkat

kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir olch

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai

Polilik atau sachutan lainnya atau dilegalisir

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;

fotokopi surat kelerangan Nomor Pokok Wajib Pajak;

sural keterangan autentiifikasi hasil penelapan

perolehan kursi dan suara partai politik  hasil
pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris

KPU;

A nomor reckening kas umum partai poliikk yang
dibuklikan dengan pernyataan pembukaan rckening,
dari bank yang bersangkutan;

e rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai
politik diprnioritaskan untuk pendidikan politik;

f laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran
bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun
angparan sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan;

g sural pernyataan ketua partai politik yang menyalnkan
bertnnggungjawab secara formil dan materiil dalam
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundung-
undangan apabila memberikan keterungan yang tidak
benar yang ditandatanganl Ketua, Sckiclaris, dan
Bendahara atau scbutan lainnya di atas materai
dengan mecnggunakan kop surat partai politik.

N




Pasal 9
Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan
Jdi daerah, pengajuan permohonan bantuan keuangan
partat politik dilakukun oleh pengurus Partai  Politik
ditinglnt  daerah yang disnhkan oleh Dewan Pimpinan
pusat Partai  Polilk  yang sah  dan  terdallas di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuela.

Pasal 10
Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan
bantuan keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8
pada tahun anggaran berjalan, bantuan Kkeuangan yang
bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 11

(1) Verifikasi  kelengkapan administrasi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh Tim
Verifikasi Keclengkapan Administrasi Pengajuan
Permohonan Bantuan Keuangan PPartai Polilik Kabupaten,

2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
diketuai oleh Kepala Kesbangpollinmas atau sebutan lain.

(3) Keanggotaan lim verifikasi scbagaimuna dimaksud pada
ayal (1) terdiri dari unsur Keshangpollinmas atau sebutan
lain, Bapian Hukum Sckretariat Kabupalen, BPKAD,
Inspektorat Daerah dan KPU.

(4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD,

Pasal 12
Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan
bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara
hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 13
Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1)
menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan
administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik
tingkat kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan
kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan
keuangan partai politik.




BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14
Pejabut Pengelola Keuangan Daerah alas persetujuan Bupal
menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai
politile  dengan melampirkan  berita acara  hasil verifikasi
kelengkapan administrasi.

Pasal 1o
() Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten
menyampaikan  tanda bukti penerimaan  bantuan
keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 kepada Bupati melalu Pejabat Pengclola
Keuangan Daerah Kabupalen,
() Penyampaian tanda bulti schagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara
serah lerima bantuan keuangan.

Pasal 16
Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah
memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun
anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan
antuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggola
partai politik dan masyarakat.

(2) Sclain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik
secbagaimana dimaksud pada ayal (1), bantuan
keuangan kepada partai politik jugn digunakan untuk
operasional sckretariat partai politik.

(3) Bentuk kegiatan  pendidikan politik  sehagaimana
dimalksud pada ayat (1), antara lain berupa:

seminar;

lokakarya;

dialog interaklif;

saraschan;

workshop; dan

kegiatan pertemuan partai politik lainnys secsual

dengan tugas dan fungsi partai politik.

e op g




(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 18

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 bertujuan untuk:

a meningkatkan  kesadaran hak dan  kewajiban
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangea dan bernegara;

b meningkatkan  parlisipasi politik dan  inisiatif
masyarakal  dalam kehidupan  bermasyarakad,
berbangsa dan bernegara; dun

c meningkatkan  kemandirian, kedewasaan, dan
membangun karakler bangsa untuk memelihara
persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik sebagaimuana dimaksud pada ayat

(1) berkaitun dengan kegiatan:

a pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undung
Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal lka dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b pemahaman mengenai hak dan kewnjiban Warga
Negara Indonesia dalam membangun ctika dan budaya
politik; dan

¢ pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang
dan berkelanjulaun.

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan

dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya
politik sesuni dengan Pancasila.

Jenis  pengeluaran  kegiatan  pendidikan politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a pembayaran honorarium,

b, pembayaran transport kegiatan;

¢ akomodasi dan konsumsi; dan

d pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 19
Kegiatan  operasional sckretariat  partai  politik
scbagaimuna dimaksud dalam Pusal 17 avat (2) berkaitan
dengan:
a. administrasi umum;
b. berlungpanan daya dan jasa;
c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan peralatan kantor.
Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan
dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a antara lain:
a. keperluan alat tulis kantor;
b. rapat internal sekretariat;
c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi partai politik;
d. transport untuk mendukung kegiatan
operasional sckretariat,
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(4

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa:
furniture, komputer, mesin fotokopi;

{ sewa kantor; dan

g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik
yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

Kepialan operasional sekretariat parial politk berkeitan

dengan  berlangganan daya dan jasa scbaguimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:

a. tefepon, internet dan Hsirik;

b. uir minum sckretarial;

c. jasa pos dan giro;

d. surat menyurat; atau

¢. media cetak dan elekironik.

Kegiatan operasional sekretariat pariai politik berkaitan

denpan pemeliharaan data  dan arsip sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yaitw:

a. penyimpanan data elektronik, dan /alan

b. penyimpanan data manual.

Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan

dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurul d yaitu:

a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat;dan/uatau

b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB V1l
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENG(GUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 20
Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber
APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan keuangan yang diterime.
Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti
penerimaan dan  pengeluaran  alas dana bantuan
keuangan.

Pasal 21

Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yuang bersumber
dari dana bantuan APBD.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan
dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian
realisasi belanja dana bantuan keuangan partai poliik per
kegiatan.

Pasal 22

Partai politik wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan
yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan
setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa
Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.




Pasal 23

() Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati
batas waktu atau tidak menyerahkan laporan
pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan
schapaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi
administras: berupa udak diberikan bantuan keuangun
APBD pada tahun anggaran berkenaan sampul laporan
pertanggungjawaban  diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

( Pemecriksaan atas laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24
Partai politik wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengcluaran keuangan
yang bersumber dari dana APBD secara berkala | (satu) tahun
sekali kepada Bupati setclah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25
(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 disampaikan oleh Kctua atau sebutan lain
partai politik di daerah kepada Bupati.
(2) Lapuran pertanggungjawaban sebapgaimana dimeaksuud
pada ayat (1) disampaikan paling lambal 1 (satu) bulan
setelnh diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,

Pasal 26
Laporan pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 27

Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi
kelengkapan administrasi, berita acara serah temma bantuan
keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) huruf g, Pasal 12, Pasal 15 ayat (2} dan Pasal 21
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian Ldak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28
() Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik
yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu
maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan
partai politik.
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(2) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara
proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan
berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode
sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode
berikutnya.

(3) Jumlah bantuan kcuahgan yang diterimma partai politik
schbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sccara
proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan
DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan aisa
waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nganjuk Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang  mengelahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI NGANJUK,

Diundangkan di Nganjuk ttd
Pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pembina

NIP. 19660710 199202 1 001




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGA.JUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI

POLITIK KABUPATEN NGANJUK

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUAN( iAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini,
1. Nama -
Jabhatan : Ketua ....
Alamat Rumah
2, Nama :
Jabatan - Sekretaris .....
Alamat :
3. Nama :
Jabatan - Bendahara .....
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa !

1. Kami berlunggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan
anggaran bantuan keuangan partai politik.

9. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan
apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap
kelengkapan administrasi bantuan dana partai  politik Tahun
Anggaran .... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
DPC/DPD PARTAI ...

SEKRETARIS BENDAHARA

Mengetahui,
KETUA




[I. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN

ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PAKRTAL .......

Pada hart 100 coveeeecenens tanggal ........ bulan ....... £RRNTL . oo omiinsnns ’
Tim Verilikasi Kelenpkapan Administrasi Bantuan Kkeuangan kepada
Partai Politik vang dibenluk berdasarkan Kepulusan Bupati Nganjuk
Nomor 188/ JK/411.012/2020 tentang ......... tanggal ... , telah
dilaksanakan verifikasi persyaratun  administrasi bantuan
keuangan Partai Politik tabun ... yang diajukan oleh DPC/DPD Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Baniuan
Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai
............... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan
keuangan dari Pemerintah Dacrah yang didasarkan pada hasil
perolehan suara sah pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di

DPRD pada Pemilihan Umum Tahun ... sebanyak ....ieveeee-
w—.C ) suara sah X Rp. ... | FRIY KR Y ) =Rp.
...................... PRI ST

Demilian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Bantuan Keuangan kepada Partai ... ini dibuat, untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

y PUO NI UR 4 I o~ 8 TN Rebididay Ketua ARy R )
- S APw SCRN UReR e S, SNt PP Seleretaris | { iciroamsmononnge )
B [ eo0 wnananennnen vy AAvITE PN TAT RS STRE rans Anggota SR M )
B e e o R s R A £ S R AN Anggota [ invassripbinsienns )
O TR W =L WY e, Rkl A Anggota 0 s s s uitimisw i )
B s s Gk man dh v P A AR 7 Anggola { s iiesils sxvinomie i )




. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPC/ DPD
PARTAI TINGKAT KABUPATEN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
PARTAT POLITIK
NOMOR .o

Pada Hari ini ... tanggal ... Bulan ... tahun ... yang bertanda tangan

dibawah ini :

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Dacrah
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

9. Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai ... Kabupaten Nganjuk atau
sebutan luinnya selanjuinya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menycrahkan
Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPC/DPD Partai ...
Kabupaten Nganjuk sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima
Bantuan Keuangan tersebut dari Bendahara Umum Daerah melalui
Rekening Bank DPC/DPD Partai ... Kabupaten Ngamjuk

Beritn Acara Serah Terima ini dinyatakan sah sctelah copy Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Dacrah
melalui rekening kas umum diterima oleh DPC/DPD Partai Politik.

PIHAK KEDUA DPC/DPD PARTALI ... PIHAK PERTAMA BUPATI
KETUA

BENDAHARA




IV. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

vvvvvvvvvvvvvvv

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan
keuangan partai politik sebesar Rp ............... A EPTIST ), yang telah
diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal .... bulan ... tahun

.. sebagai berikut:

JENIS PENGELUARAN

JENIS
KEGIATAN

VOLUME
KEGIATAN

REALISAS]
(Rp)

KETERANGAN

2
PENDIDIKAN POLITIK

3

4

5

5

scsuai dengan tugas dan
fungsi partai politik serta
peraturan perundang-
undangan yang mengatur
mengenai pendidikan

politik.

OPERASIONAL
SEKRETARIAT

1. Administrasi Umum
a. keperluan ATK;

b. rapat internal
sckretariat;

c. perjalanan dinas
dalam rangka

pelaksanaan tugas
dan fungsi partai
politik;

d. transport dalam
rangka mendukung
kegiatan operasional

sekretariat;

e. pengadaan inventaris
berupa peralatan
kantor, antara lain
berupa : furniture,
komputer, mesin
fotokopi;

f. sewa kantor; atau
honor tenaga
administrasi
sekretariat partai
politik yang
berkompeten di
bidang pengelolaan
keuangan.




2. Langganan Daya dan

Jasa

a. telepon dan listrik;

b. air minhum sekretariat;
C. jasa pos dan giro;

d, surat menyurat; atau
c. media cetak  dan

Salinan sesual dengan aslinya,
KEPALA BA HUKUM

L

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

elektronik.
3. Pemcliharaan Datadan | Y
Arsip
a. Penyimpanan Data
Elekironik;
b. Penyimpanan Data
Manual. e N
4, Pemeliharaan Peralatan
Kantor
a. Penyimpanan Data
Elektronik;
b. b. Penyimpanan Data
Manual.
C SALDO - S
Mengetahui :
KETUA BENDAHARA,

BUPATI NGAN.JUK,
ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT




